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LAMPIRAN  

 

Pertanyaan Wawancara untuk Sejumlah Narasumber: 

 

Pihak yang Mewakili LQD (Policy Maker) 

A. Kementerian ESDM  

Ditjen EBTKE 

Pertanyaan: 

1. Dalam menuju NCD 2030 target penurunan emisi ditargetkan 

mencapai 29 persen dari baseline 2010. Sektor energi menjadi 

salah satu bidang yang diharapkan menyumbang reduksi emisi 

terbesar (sekitar 314 juta ton CO2e). Bidang energi yang 

berkontribusi besar penyumbang emisi adalah  bidang 

pembangkitan listrik dengan kontribusi emisi sekitar 44 persen dari 

seluruh emisi bidang energi. Prioritas apakah yang perlu dilakukan 

pemerintah terkait bidang pembangkitan energi untuk mencapai 

target reduksi emisi pada tahun 2030? 

2. Dalam skenario LTS-LCCR 2050 menuju Net Zero Emission, 

rencana prioritas apakah yang dipersiapkan Kementerian ESDM 

(Ditjen EBTKE) terkait reduksi emisi dibidang pembangkitan 

energi? (Langkah apa yang dipersiapkan pemerintah Indonesia 

dalam hal penyediaan energi yang bersih tetapi mampu menopang 

rencana Indonesia maju 2045?  

3. Dengan rencana prioritas yang akan dijalankan dalam NDC hingga 

tahun 2030 dan LTS-LCCR 2050 apakah akan dapat tercapai 

reduksi emisinya tanpa melibatkan reaktor PLTN sebagai salah 

satu pembangkit energi di Indonesia? 

4. Berdasarkan PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional 

(KEN) dan Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi 

Nasional (RUEN) menyebutkan pemanfaatan energi nuklir akan 

dipertimbangkan setelah pemanfaatan sumber energi baru dan 
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energi terbarukan sudah dimaksimalkan. Apakah dengan kebijakan 

ini, pengembangan nuklir akan benar-benar menjadi opsi terakhir? 

5. Apakah mungkin dalam rencana menuju Net Zero Emission 2060, 

pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) akan dimasukkan dalam 

skenario mitigasi reduksi emisi? Jika mungkin, kapan waktu 

terbaiknya? Serta alasannya?. Jika tidak mungkin dikembangkan, 

apa alasannya? 

6. Seberapa besar prioritas pengembangan reaktor PLTN di 

Indonesia? Di saat bersamaan Indonesia juga memiliki berbagai 

potensi EBT yang berlimpah meskipun belum termanfaatkan 

secara optimal? 

7. Apa kendala terbesar dalam mengembangkan reaktor PLTN di 

Indonesia saat ini? (birokrasi, regulasi, safety issue, tekanan global, 

atau pembiayaan). Mohon jelaskan secara detil? 

8. Apakah kementerian ESDM akan mendorong PLTN menjadi 

sebuah reaktor pembangkitan energi di Indonesia pada suatu saat 

nanti?  

9. Jika mendukung pengembangan nuklir, kira-kira prioritas 

pengembangannya seperti apa: 

- Apakah setelah pembangkitan EBT optimal dikembangkan? 

- Pengembangan reaktor PLTN berjalan bersamaan dengan 

pengembangan pembangkitan EBT? 

- Atau perlu disegerakan agar terjadi reduksi emisi yang 

signifikan? 

10. Alasan apakah yang membuat Kementerian ESDM mendukung 

opsi pilihan pada pertanyaan no. 10? 

11. Sebutkan beberapa kriteria (syarat) yang dapat menjadi dasar 

penting realisasi pembangunan reaktor PLTN di Indonesia? 

 

Permintaan data: 
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- Roadmap penyediaan energi secara umum (fosil dan non fosil) hingga 

tahun 2050. 

- Rencana pengembangan sumber energi dari EBT 

- Rencana pengembangan reaktor pembangkit atom (PLTN) 

 

B. Dewan Energi Nasional (DEN) 

Pertanyaan: 

12. Apa yang menjadi pertimbangan penting DEN dalam menetukan 

sumber pembangkitan energi yang tepat dalam mencapai zero 

emission 2050? 

13. Dalam target reduksi emisi sektor energi 2030 dan 2050, prioritas 

pengembangan sumber pembangkitan energi di Indonesia seperti 

apa? Bertumpu pada jenis pembangkitan seperti apa saja? 

14. Bila diurutkan dari yang paling penting, jenis pembangkit energi 

yang akan dikembangkan menuju zero emission apa saja? 

15. Dalam skenario mitigasi emisi NDC 2030 dan LTS-LCCR 2050, 

pembangkit energi PLTN tidak dilibatkan dalam skenario tersebut. 

Apakah target tersebut akan mudah dicapai tanpa melibatkan 

energi nuklir?  

16. Dalam target reduksi emisi sektor energi 2030 dan 2050, 

pembangkitan energi nuklir (PLTN) belum dimasukkan dalam 

skenario mitigasi itu. Apakah hal ini menunjukkan bahwa 

Indonesia tidak akan mengembangkan reaktor PLTN untuk 

pembangkitan energi, setidaknya hingga tahun 2050? 

17. Mengapa pemerintah Indonesia hingga saat ini belum 

memutuskan untuk membangun reaktor nuklir (PLTN)? Apakah 

hal ini terkait dengan PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi 

Nasional (KEN) dan Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum 

Energi Nasional (RUEN) menyebutkan pemanfaatan energi nuklir 

akan dipertimbangkan setelah pemanfaatan sumber energi baru 

dan energi terbarukan sudah dimaksimalkan?  
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18. Dalam Peraturan Pemerintah No. 14/2015 Tentang Rencana 

Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 

disebutkan bahwa industri pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 

akan dikembangkan pada tahun 2020-2024 dan 2025-2035. 

Pemerintah akan memfasilitasi pembangunan pabrik bahan bakar 

nuklir dari Uranium atau unsur lainnya. Selain itu, pemerintah juga 

berencana mengembangkan fasilitas PLTN yang efisien dengan 

teknologi keselamatan tinggi. Bagaimana perkembangan 

implementasi kebijakan tersebut saat ini? 

19. Apa yang menjadi pertimbangan DEN dalam menetapkan 

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) terkait pemanfaatan 

energi nuklir sebagai opsi terakhir setelah pengembangan EBT 

mencapai maksimal? Apakah mungkin opsi terakhir tersebut 

dapat diubah? Jika memungkinkan prasarat apa yang diperlukan? 

20. Apakah DEN akan mendorong PLTN menjadi sebuah reaktor 

pembangkitan energi di Indonesia pada suatu saat nanti?  

21. Jika DEN mendukung pengembangan nuklir, kira-kira prioritas 

pengembangannya seperti apa: 

- Apakah setelah pembangkitan EBT optimal dikembangkan? 

- Pengembangan reaktor PLTN berjalan bersamaan dengan 

pengembangan pembangkitan EBT? 

- Atau perlu disegerakan agar terjadi reduksi emisi yang 

signifikan? 

22. Alasan apakah yang membuat DEN mendukung opsi pilihan pada 

pertanyaan no. 22? 

23. Bagaimana prioritas pengembangan nuklir di Indonesia saat ini?. 

Apakah Indonesia sudah layak untuk memiliki reaktor PLTN?. 

Kapan waktu yang tepat untuk mengembangkan reaktor PLTN di 

Indonesia. 

24. Apa yang menjadi kriteris DEN, apabila Indonesia sudah 

dikatakan tepat waktunya untuk mengembangkan reaktor PLTN? 
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C. BAPETEN 

Pertanyaan: 

25. Dalam target reduksi emisi sektor energi 2030 dan 2050, 

pembangkitan energi nuklir (PLTN) belum dimasukkan dalam 

skenario mitigasi itu. Apakah hal ini menunjukkan bahwa 

Indonesia tidak akan mengembangkan reaktor PLTN untuk 

pembangkitan energi, setidaknya hingga tahun 2050? 

26. Mengapa pemerintah Indonesia hingga saat ini belum 

memutuskan untuk membangun reaktor nuklir (PLTN)? Apakah 

hal ini terkait dengan PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi 

Nasional (KEN) dan Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum 

Energi Nasional (RUEN) menyebutkan pemanfaatan energi nuklir 

akan dipertimbangkan setelah pemanfaatan sumber energi baru 

dan energi terbarukan sudah dimaksimalkan?  

27. Dalam Peraturan Pemerintah No. 14/2015 Tentang Rencana 

Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 

disebutkan bahwa industri pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 

akan dikembangkan pada tahun 2020-2024 dan 2025-2035. 

Pemerintah akan memfasilitasi pembangunan pabrik bahan bakar 

nuklir dari Uranium atau unsur lainnya. Selain itu, pemerintah juga 

berencana mengembangkan fasilitas PLTN yang efisien dengan 

teknologi keselamatan tinggi. Bagaimana perkembangan 

implementasi kebijakan tersebut saat ini? 

28. Apakah BAPETEN sudah memiliki rencana pengembangan 

reaktor PLTN di Indonesia, setidaknya hingga tahun 2050? 

29. Kriteria apakah yang dapat menjadi dasar realisasi 

pengembangan reaktor PLTN di Indonesia? 

30. Siapakah aktor kunci (kebijakan) yang berdampak besar pada 

keputusan realisasi pembangunan reaktor PLTN di Indonesia? 

31. Apakah BAPETEN akan mendorong PLTN menjadi sebuah 

reaktor pembangkitan energi di Indonesia pada suatu saat nanti?  
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32. Jika mendukung pengembangan nuklir, kira-kira prioritas 

pengembangannya seperti apa: 

- Apakah setelah pembangkitan EBT optimal dikembangkan? 

- Pengembangan reaktor PLTN berjalan bersamaan dengan 

pengembangan pembangkitan EBT? 

- Atau perlu disegerakan agar terjadi reduksi emisi yang 

signifikan? 

33. Alasan apakah yang membuat BAPETEN mendukung opsi pilihan 

pada pertanyaan no. 33? 

34. Bagaimana prioritas pengembangan nuklir di Indonesia saat ini?. 

Apakah Indonesia sudah layak untuk memiliki reaktor PLTN?. 

Kapan waktu yang tepat untuk mengembangkan reaktor PLTN di 

Indonesia. 

35. Saat ini, pemerintah lebih memprioritaskan pengembangan EBT 

daripada energi atom (nuklir).  Apa yang dilakukan oleh BATAN, 

agar energi atom menjadi sepadan dengan EBT sehingga layak 

untuk menjadi opsi pilihan yang berimbang dengan EBT? 

36. Apa yang menjadi kriteris DEN, apabila Indonesia sudah 

dikatakan tepat waktunya untuk mengembangkan reaktor PLTN? 

 

 

Pihak yang Mewakili TQS (Teknisi, Pakar, Akademisi) 

A. BRIN 

Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) 

Pertanyaaan: 

37. Dalam skenario mitigasi emisi NDC 2030 dan LTS-LCCR 2050, 

pembangkit energi PLTN tidak dilibatkan dalam skenario tersebut. 

Apakah target tersebut akan mudah dicapai tanpa melibatkan 

energi nuklir?  
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38. Dalam menuju target emisi rendah karbon 2050, apakah BATAN 

(BRIN) memiliki skenario mengembangkan reaktor PLTN untuk 

menghasilkan energi rendah emisi? 

39. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan 

SDA nuklir yang dimiliki Indonesia guna mendukung 

pembangunan berkelanjutan rendah emisi karbon?  

40. Dalam Peraturan Pemerintah No. 14/2015 Tentang Rencana 

Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 

disebutkan bahwa industri pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 

akan dikembangkan pada tahun 2020-2024 dan 2025-2035. 

Pemerintah akan memfasilitasi pembangunan pabrik bahan bakar 

nuklir dari Uranium atau unsur lainnya. Selain itu, pemerintah juga 

berencana mengembangkan fasilitas PLTN yang efisien dengan 

teknologi keselamatan tinggi. Bagaimana perkembangan 

implementasi kebijakan itu?  

41. Dalam skenario mitigasi emisi NDC 2030 dan LTS-LCCR 2050, 

pembangkit energi PLTN tidak dilibatkan dalam skenario tersebut. 

Apa yang akan BATAN lakukan baik dari sisi teknis ataupun 

nonteknis guna meyakinkan pemerintah terkait  pengembangan 

reaktor PLTN di Indonesia? 

42. Saat ini, pemerintah lebih memprioritaskan pengembangan EBT 

daripada energi atom (nuklir).  Apa yang dilakukan oleh BATAN, 

agar energi atom menjadi sepadan dengan EBT sehingga layak 

untuk menjadi opsi pilihan yang berimbang dengan EBT? 

43. Apa yang menjadi kendala dalam pengembangan PLTN di 

Indonesia? 

- Regulasi 

- Pendanaan 

- Politik luar negeri Indonesia 

- SDM 

- Penerimaan masyarakat 
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- Penolakan dari lembaga negara (DPR, DEN, BAPETEN, dll) 

44. Langkah apa yang perlu ditempuh BRIN/ Organisasi Riset Tenaga 

Nuklir/BATAN untuk mengatasi kendala itu? 

45. Kapan waktu yang tepat mengembangkan energi nuklir di 

Indonesia: 

- Apakah setelah pembangkitan EBT optimal dikembangkan? 

- Pengembangan reaktor PLTN berjalan bersamaan dengan 

pengembangan pembangkitan EBT? 

- Atau perlu disegerakan agar terjadi reduksi emisi yang 

signifikan? 

46. Alasan apakah yang membuat BRIN/ORTN/BATAN mendukung 

opsi pilihan pada pertanyaan no. 45? 

47. Untuk mengembangan reaktor PLTN, kriteria apa saja yang 

dibutuhkan pemerintah (BRIN/ORTN/BATAN) agar mendukung 

kebijakan pembangunan reaktor tersebut? 

48. Dalam menuju zero emission 2060, langkah yang sebaiknya 

dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal penyediaan energi 

seperti apa? (prioritas pengembangan EBT nasional sejalan 

dengan pengembangan reaktor PLTN di Indonesia) 

 

B. Pengamat Energi (Peneliti Senior ORTN-BRIN) 

Pertanyaan:  

49. Dalam skenario mitigasi emisi NDC 2030 dan LTS-LCCR 2050, 

pembangkit energi PLTN tidak dilibatkan dalam skenario tersebut. 

Apakah target tersebut akan mudah dicapai tanpa melibatkan 

energi nuklir?  

50. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan 

SDA nuklir yang dimiliki Indonesia guna mendukung 

pembangunan berkelanjutan rendah emisi karbon?  

51. Apa saja kendala dalam membangun reaktor PLTN di Indonesia?  

- Regulasi 
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- Pendanaan 

- Politik luar negeri Indonesia 

- SDM 

- Penerimaan masyarakat 

- Penolakan dari lembaga negara (DPR, DEN, BAPETEN, dll) 

52. Langkah apa yang perlu ditempuh BATAN untuk mengatasi 

kendala itu? 

53. Kriteria apa saja yang dibutuhkan pemerintah Indonesia agar 

mendukung realisasi pengembangan PLTN di Indonesia? 

54. Kapan waktu yang tepat mengembangkan energi nuklir di 

Indonesia: 

- Apakah setelah pembangkitan EBT optimal dikembangkan? 

- Pengembangan reaktor PLTN berjalan bersamaan dengan 

pengembangan pembangkitan EBT? 

- Atau perlu disegerakan agar terjadi reduksi emisi yang 

signifikan? 

55. Alasan apakah yang membuat pengamat energi mendukung opsi 

pilihan pada pertanyaan no. 55? 

56. Dalam kurun tahun 2020-2050, apa yang sebaiknya pemerintah 

lakukan agar reaktor PLTN dapat direalisasikan di Indonesia? 

57. Dalam menuju zero emission 2060, langkah yang sebaiknya 

dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal penyediaan energi 

seperti apa? (prioritas pengembangan EBT nasional sejalan 

dengan pengembangan reaktor PLTN di Indonesia) 

 

C. Pengamat Energi (Dosen) 

Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) 

Pertanyaan: Diawali dgn perkenalan dan latar belakang 

58. Dalam skenario mitigasi emisi NDC 2030 dan LTS-LCCR 2050, 

pembangkit energi PLTN tidak dilibatkan dalam skenario tersebut. 
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Apakah target tersebut akan mudah dicapai tanpa melibatkan 

energi nuklir?  

59. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan 

SDA nuklir yang dimiliki Indonesia guna mendukung 

pembangunan berkelanjutan rendah emisi karbon?  

60. Apa saja kendala dalam membangun reaktor PLTN di Indonesia?  

- Regulasi 

- Pendanaan 

- Politik luar negeri Indonesia 

- SDM 

- Penerimaan masyarakat 

- Penolakan dari lembaga negara (DPR, DEN, BAPETEN, dll) 

61. Langkah apa yang perlu ditempuh BATAN untuk mengatasi 

kendala itu? 

62. Kriteria apa saja yang dibutuhkan pemerintah Indonesia agar 

mendukung realisasi pengembangan PLTN di Indonesia? 

63. Kapan waktu yang tepat mengembangkan energi nuklir di 

Indonesia: 

- Apakah setelah pembangkitan EBT optimal dikembangkan? 

- Pengembangan reaktor PLTN berjalan bersamaan dengan 

pengembangan pembangkitan EBT? 

- Atau perlu disegerakan agar terjadi reduksi emisi yang 

signifikan? 

64. Alasan apakah yang membuat pengamat energi mendukung opsi 

pilihan pada pertanyaan no. 64? 

65. Dalam kurun tahun 2020-2050, apa yang sebaiknya pemerintah 

lakukan agar reaktor PLTN dapat direalisasikan di Indonesia? 

66. Dalam menuju zero emission 2060, langkah yang sebaiknya 

dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal penyediaan energi 

seperti apa? (prioritas pengembangan EBT nasional sejalan 

dengan pengembangan reaktor PLTN di Indonesia) 
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D. Pengamat Energi 

Himpunan Masayarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) 

Pertanyaan: 

67. Dalam skenario mitigasi emisi NDC 2030 dan LTS-LCCR 2050, 

pembangkit energi PLTN tidak dilibatkan dalam skenario tersebut. 

Apakah target tersebut akan mudah dicapai tanpa melibatkan 

energi nuklir?  

68. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan 

SDA nuklir yang dimiliki Indonesia guna mendukung 

pembangunan berkelanjutan rendah emisi karbon? 

69. Kriteria apa saja yang dibutuhkan pemerintah agar mendukung 

pengembangan PLTN di Indonesia? 

70. Kapan waktu yang tepat mengembangkan energi nuklir di 

Indonesia: 

- Apakah setelah pembangkitan EBT optimal dikembangkan? 

- Pengembangan reaktor PLTN berjalan bersamaan dengan 

pengembangan pembangkitan EBT? 

- Atau perlu disegerakan agar terjadi reduksi emisi yang 

signifikan? 

71. Alasan apakah yang membuat pengamat energi mendukung opsi 

pilihan pada pertanyaan no. 52? 

72. Dalam kurun tahun 2020-2050, apa yang sebaiknya pemerintah 

lakukan agar reaktor PLTN dapat direalisasikan di Indonesia? 
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